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ABSTRAK

Juduk Skripsi “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Dalam
Upaya Kewenangan Tindak Pidana” Dalam Penelitian Tersebut Penulis menemukan
. permasalahan berupa sering terjadinya oknum Polri yang melakukan salah tembak yang
tidak menuruti SOP.Yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Baganmana Kewenangan Anggota Kepolisian Terhadap Tindakan Tembak Di Tempat
Tcrhadap Pelaku Tindak Pidana? 2. Bagaimana Pertangungjawaban Anggota Kepolisian
Ketika terjadi Error in persona dalam menjalankan tugas?.Jenis metode penelitian yang
digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris.Hasil penelitian ini
* dilakukan di Polresta Palembang dapat disimpulkan bahwa salah satu kewenangan yang
f dimiliki Polri adalah kewenangan tembak di tempat yang digunakan untuk menangkap
. pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan terhadap anggota kepolisian dan
penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap anggota aparat
kepolisian yang menyalahi SOP tembak di tempat adalah menjatuhkan sanksi berupa
PTDH berdasarkan Perkapolri tentang Kode Etik Profesi. Selain itu, apabila terbukti
bahwa tindakan tersebut juga melanggar hukum pidana, maka anggota Polri juga akan
diterapkan sanksi pidana sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tembak di tempat
dengan dasar hukum Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat
2, Pasal 18 ayat dan ada pula dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka
4; Pasal 7 ayat 1 hurufj ,serta dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009.
- Kata Kunci :Kewenangan, Tembak di tempat, Kepolisian.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada
fungsi pelayanan masyarakat, yang merumuskan fungsi kepolisian ialah
bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan
menciptakan keamanan di dalam negeri. 1Tugas polisi senantiasa diukur
dengan upaya menciptakan keadilan masyarakat bukan rasa keadilan
indvidu perorangan. Pengembalian keputusan yang dilakukan polisi
menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat
kaitannya dengan hak asasimanusia. Ada beberapa oknum polisi yang
keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah,
akibatnya ada anggota masyarakat tertentu yang merasa dilanggar haknya
dan memberikan tanggapan negatif kepada polisi sehingga berbagai

pertanyaan timbul

! Indonesia,Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2
Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168, Ps.18.



khususnya tindakan kepolisian ditempat perkara yang dapat diukur dari
standar kualitas kemampuan profesi kepolisian atau ketidakmampuan
penegakan hukum.? Lembaga kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam
menghadapi pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan
yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa masyarakat.

Jika dilihat dari alasan keberadaannya tugas Polri memiliki tiga aspek,
pertama aspek refresif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang
melakukan pelanggaran hukum, jadi polisi berfungsi sebagai seorang
penegak hukum, sedangkan aspek yang kedua adalah tugas preventif yakni
meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan
atau pelanggaran, dan aspek preemtif yaitu upaya untuk menangkal dan
mencegah agar tidak terjadi kejahatan dengan melakukan deteksi dini
maupun pembinaan-pembinaan di lingkungan masyarakat. Untuk
melaksanakan tugas ketiganya itu terutama dalam menghadapi tantangan
yang lebih serius seperti mengatasi berbagai permasalahan kriminalitas®.

Berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian, anggota polisi
melaksanakan tugasnya dengan jastifikasi kekerasan yang dijadikan dasar
solusi untuk memecahkan permasalahan dengan alasan untuk menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat hal senada dikemukakan oleh

2 Reza Indrigiri, Pedoman Pelaksanaan Tugas bintara POLRI Di Lapangan, cet 1(Malang: PT

Cita Intrans Selaras, 2010), him. 4.

82.

3 Edi Saputra, Pelaksanaan Tugas Polisi di Lapangan, cet.1 (Jakarta: Adega Media, 2009), him.



Indriyanto Seno Aji. Dalam bukunya, bahwa : “Tindak kekerasan Polri
yangmerupakan lingkup doktrin dan ilmu hukum yang wujudnya diartikan
Sebagai preventieve bevoegdheid (kewenangan preventif) yang
dibenarkan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa tindak
kekerasan polisi itu harus dilandasi dua asas yaitu asas proporsionalitas
dimana antar tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu
harus sepadan (proporsional), misalnya polisi tidak perlu memakai pola
kekerasan dan tembakan guna membubarkan demontrasi, cukup dengan
tongkat pemukul, dan asas tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai
ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan, dilanggarnya kedua
asas ini merupakan dasar pemidanaaan bagi pelaku, termasuk polisi.*
Berkaitan dengan penegak hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian
hukum tidak bisa secara kaku untuk diterapkan kepada siapapun dan dalam
kondisi apapun, jika dalam kondisi tertentu petugas-petugas hukum dapat
melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesusai penilaiannya sendiri
dalam kondisi tertentu dalam hal ini disebut dikresi.

Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas
tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Menurut kamus bahasa
Indonesia tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan
berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila

tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka

4 Indriyanto Seno Aji, Humanisme dan Pembaruan Pengakan Hukum, cet 2 (Jakarta: PT. Kompas
Media Nusantara,2012), him. 61.



tembak di tempat dapat diartikan sebagai perbuatan berupa melepaskan
peluru dari senjata api oleh polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau

lokasi.

Setiap melakukan tindakan tembak di tempat polisi selalu berpedoman
pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut
penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oknum anggota
kepolisian. kewenangan ini terdapat di dalm Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Kepolisian Negara Republik indonesia, pasal ini bisa disebut
dengan kewenangan diskresi dalam konteks Polri. Dasar hukum diskresi
secara legal bisa dilakukan oleh pihak Polri. Dasar diskresi hukum bagi
petugas Kepolisian Negara Republik Indoneia (POLRI) dalam
melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia. Adapun
pengertian diskresi Kepolisian menurut Thomas J. Aron adalah “suatu
kewenangan yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan
dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan
menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum

dan moral.®

5 Sadjijiono,Mengenal Hukum Kepolisian, cet 1 (Surabaya: Lakasabang Mediatama,2008),

him. 22.

6 M.Faal,Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), cet. 4 (Yogyakarta:

Pradnya Paramit ,2018), him. 16.



Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak
menurut penilaannya sendiri” salah satu bentuk diskresi Kepolisian yang
sering terjadi dilapangan ialah tembak di tempat terhadap tersangka yang
melakukan kejahatan. Pemberlakuan tembak di tempat tersangka bersifat
stiuasional, yaitu berdasarkan prinsip  proporsionalitas dalam
penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan dalam keadaan
tertentu oleh anggota kepolisian saat menangani kasus-kasus yang bersifat
individual.

Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian
memberlakukan prinsip asas diskresi. Polisi dalam menangani kasus yang
bersifat individual diperlukan tindakan individual pula di bawah prinsip ini,
seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan
sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Contohnya: Prinsip untuk
melakukan penembakan terhadap musuh ”dalam operasi Polisi, menembak
bertujuan untuk melumpuhkan musuh, dimana musuh adalah tindakan
kejahatan”.” Dalam hal menjalankan tugas kepolisian sebagai pengayom
atau menjaga ketertiban dalam masyarakat, maka tidak jarang petugas
kepolisian dihadapkan pada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan
mereka untuk melakukan tindakan diluar prosedur atau tindakan terpaksa

demi tercapainya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan

" Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 2 (Jakarta: PN Balai Pustaka,

2017), him. 18.



tersebut sering kita sebut sebagai “Diskresi Kepolisian”. Dalam lingkup
profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
Konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang- undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang
menyatakan : “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat
bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan.
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam
keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan perundang- undangan,
serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Rumusan
kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat
(1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan
yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (plichtmatigheids
beginsel), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat
kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya
sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara

ketertiban dan menjamin keamanan umum.®

8 Indonesia, Peraturan Kapolri No.1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam
Tindakan Kepolisian, LN NO.1 Tahun 2009, TLN NO.150 Ps. 5 Ayat 1.



Selanjutnya dalam Peratuaran Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Anarki bahwa Polri dapat melakukan diskresi dalam hal:®

a. Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah.

b. Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.

c¢. Untuk mencegah dilakukanya tindakan kejahatan yang sangat serius.

Dalam penjelasan Undang-undang yang mengatur dasar dalam perihal
menjalankan tugasnya, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) Tentang kepolisian Negara Republik
Indonesia.® Penerapan dilapangan biasanya polisi melakukan tindakan
tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya
memperlakukantembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional,
yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan
kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat tertentu.

Contoh kasus: Penulis menguak 1 kasus untuk dapat dianalis
secara mendalam perihal tembak di tempat oleh oknum kepolisan dan
membahas apa yang terjadi pada kasus tersebut. Pada hari selasa tanggal
23November 2021 sekira jam 02.00 WIB telah terjadi pencurian
dengan kekerasaan terhadap korban di JIn. Gubernur H.Bastari dekat halte
Bank SumselBabel 8 ulu Jakabaring Kota Palembang awalnya korban

hendak pulang kerumah neneknya mengunakan sepeda motor karena

® Indonesia, Peraturan Kapolri No.1 tahun 2010 Tentang penanggulangan anarki , LN NO.1

Tahun 2009, TLN 6734

him. 52.

10 Abdulkadir Muhammad,Hukum dan Penelitian Hukum, cet.1 (Bandung: Citra Aditya,2004),



kehabisan bensin maka selanjutnya korban mendorong sepeda motor
sampai di TKP korban di datangi terlapor dan menawarkan untuk
membantu korban setelah itu terlapor mendekati korban dan langsung
berkata “’turunlah ,sini kela HP sama dompet kau”, sambil bergaya sesuatu
mengeluarkan dari pinggangnya akhirnya terlapor membawa kabur sepeda
motor korban tersebut akhirnya korban melaporkan kejadian ini ke
Polrestabes Palembang akhirnya setelah dilakukan penyeldikian oleh unit
PIDUM dan team TEKAB 134.

Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 1 (satu) orang
pelaku utama yang telah melakukan pencurian dengan kekerasaan
terhadap barang milik korban yaitu 1 unit sepeda motor pada saat
diamanakan dan diinterogasi pelaku mengakui perbuatanya jika telah
melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban bersama dengan
temannya mengakui jika setelah melakukan pencurian tersebut motor itu
dijualkan oleh pelaku melalui bantuan temannya dan uang hasil dari
menjualkan motor tersebut dibagi rata oleh pelaku setelah itu pelaku dan
barang bukti langsung dibawa ke Polrestabes Palembang agar melakukan
pemeriksaan lebih lanjut, pada saat dilakukan penangkapan pelaku
mencoba melawan petugas dan berusaha melarikan diri dari sergapan
anggota sehingga anggota polisi B.A memberikan 3x tembakan peringatan
dengan aba-aba yang jelas namun pelaku tidak menghiraukannya

akibatnya pelaku kena Tindakan tegas pada bagian daerah bahu sebelah



kanan.!

Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat kepada tersangka
merupakan tindakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum
melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota polisi harus
mempertimbangkan hal-hal yang tercantum di dalam pasal 45 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar
Hak Asasi Manusia. Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakukannya
perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang
terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan
tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan SOP di dalam buku

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di lapangan Tahun 2004 adalah:

1. Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa.

2. Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka
parah dalam jarak dekat.

3. Untuk mencegah kejahatan yang sangat menimbulkan ancaman
terhadap nyawa.

4. Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan
ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman.

5. Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan

apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan

2022

11 Wawancara dengan IPDA Masrizal KBO Reskrim Polrestabes Palembang 11 September
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manusia.

6. Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena
ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan,
harta benda sendiri maupun orang lain.

7. Dilakukan tidak berlebihan dan hindari kerugian fisik dan materi

8. Dilakukan untuk tidak menciptakan pendertiaan dan memberikan
jaminan kepada mereka yang menyerah luka dan sakit

9. Tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus yang brutal*?

Berdasarkan hal tersebut identifikasi terhadap persoalan yang
terjadi maka penelitian ini diangkat dengan berjudul “Kewenangan

Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Dalam Upaya

Kewenanggan Tindak Pidana”

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulitan peneltian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kewenangan Anggota Kepolisian Terhadap Tindakan
Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana?

2. Bagaimana Pertangungjawaban Anggota Kepolisian Ketika terjadi

Error in persona dalam menjalankan tugas?

12 Arief Ryzki Wicaksana,”Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap
Pelaku Kejahatan”,Jurnal hukumVol.13(Agustus2018) ,hlm. 21.



11

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas,
makatujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan prosedur polisi
melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalis implementasi anggota polisi
melakukan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.
D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat dari penelitian antaranya adalah:

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan
dasar pemikiran bagi perkembangan hukum tentang sistem peradilan
pidana di Indonesia, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk

dapat memperluas ilmunya.

2. Manfaat praktis
a. Bagi kepolisan : Agar tetap menerapkan prinsip legalitas, nesesitas,
proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, masuk akal dalam
melakukan tugasnya.
b. Bagi penulis: Untuk mengembangkan kepekaan terhadap
fenomenayang terjadi di masyarakat dan lingkungan di

sekitarnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana.
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E. Ruang Lingkup
Agar penelitian skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga
keluar dari pokok permasalahan, untuk itu hanya di fokuskan terhadap
kewenangan kepolisan dan kebijakan tembak di tempat oleh kepolisian
terhadap pelaku kejahatan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai
suatu hal baik menyangkut benda atau orang. menyatakan bahwa keadilan
adalah kelebihan (virtue) pertama dari instusi sosial, sebagaimana halnya
kebenaran pada sistem pemikiran, menurut kebayakan teori juga, keadilan
belum lagi tercapai.'> Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan
harus dilawan dihukum dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh
dunia yang berujung menegakan keadilan, banyaknya jumlah dan menjadi
perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak
menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat
dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga

negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.*®

13 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Teori keadilan Hukum Pidana, cet 5 (Yogyakarta: Cahaya
Atma Pustaja, 2016), him. 349.
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2. Teori Wewenang

Prajudi Atmosudrijo mengemukakan bahwa pada dasarnya
wewenang pemerintahan itu dapat di jabarkan ke dalam dua pengertian,
yakni sebagai hak dalam menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam
arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat seara nyata memengaruhi
keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya seperti
kepolisian (dalam arti luas).

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa
kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: pertama, setiap
keputusan yang di buat oleh pejabat pemerinthan mempunyai kekuatan
mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus di patuhi
oleh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang di buat oleh
pejabat pemerintahan mempunyai fungsi publik atau melakukan
pelayanan publik. Dari urusan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa
wewenang khususnya bagi wewenang pemerintahan adalah kekuasaan
yang ada pada pemerintahan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.®®

.187.

14 Prajudi Atmosurjo,Kewenangan Dalam Pemerintahan,cet 1( Jakarta: Pt Permata ,2019),him

15 Amirudin limar, Teori Kekuatan Kewenangan,(Surabaya:Media Bumi Ayu,2010),him.89.
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Selanjutnya, Nur Basuki Winarno, dalam bukunya
penyalahgunaan Wewenang dan tindak pidana korups, dan Lukman
Hakim dalam bukunya Filosofi Kewenangan organ lembaga daerah,
berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik
sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu®e:

1. Pengaruh merujuk kepada penggunaan wewenang dimaksudkan
utuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

2. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar
wewenang baik standar umur (semua jenis wewenang) dan
standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

3. Dasar hukum berkaitan daengan prinsip bahwa setiap wewenang
pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.

3. Teori Pertangungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan
konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam
arti sempit dapat berbentuk sengaja (dolus) atau lalai (culpa).
Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakan seseorang
tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak
pidana yang terjadi. Sehingga, yang dipertanggungjawabkan tersangka

atau terdakwa adalah tindak pidana yang memang dilakukannya. 1’.

16 |_ukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah,( Malang:Setara Press, 2012),
him. 75.

17 Hairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban
Pidana Tanpa Kesalahan, cet 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hIm.68.
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Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu
mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap
pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban pidana
diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan mencegah dilakukannya
tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman
masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana,
memulihkan  keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan
pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah

pada terpidana®®

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris merupakan
suatu metode penelitian yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder
terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan
penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode
empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan
penemuan data serta informasi melalui studi lapangan. masyarakat.

keputusan pengadilan, kontrak perjanjian, asas dan prinsip hukum,

18 Andi Zainal Abidin Farid, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,cet 1(Jakarta:Ghalia
Indonesia),him.19
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teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.®
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini  penulis mengunakan beberapa
pendekatan hukum untuk menemukan jabawan dari permasalahan
dalam penelitian yang penulis angka, Pendekaran tersebut meliputi :
1. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)
Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti
aturan-aturan yang menjadi fokus penelitian®. Pendekatan ini,
“dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi
yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti”. Pada
pendekatanini, akan dilihat tentang kekonsistensian dan kesesuian
antara suatu Undang-undang dengan Undang-Undang lainnya.
Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk
memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan kasus (case approach)
Pendekatan kasus merupakan pendekatan penelitian dengan
tujuan untuk mempelajari norma yang dapat di terapkan.
Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus dalam

masyarakat. 2! Dan juga merupakan salah satu jenis pendekatan

19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020),
him. 48.

20 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,cet. 2 (Malang : Bayumedia
Publishing, 2010), him. 302.

21 Muhamamad, Metode Penelitian Hukum Empiris, cet. 1 (Mataram: Mataram Universitas
Press, 2020), him. 41.
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dalam penelitian hukum Empiris yang peneliti mencoba
membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit
yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya
dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.
Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk
mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap
peristiva hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip
keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
Kasus-kasus yang telah merupakan kasus yang telah memperoleh
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang
dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim
untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan
sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang
dihadapi.
3. Jenis dan Sumber Bahan Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data

sekunder.
Data primer, adalah data yang peroleh secara langsung dari

masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi termasuk

hasil dokumentasi foto hasil observasi, dan alat lainnya.
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Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari
bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, bahan hukum tersier masing-masing yaitu :

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang

terdiri dari Peraturan dasar, yaitu

1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945)

2) Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana

3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

4) UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisan. Republik Indonesia.

5) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian.

b. Bahan hukum sekunder , adalah bahan hukum yang di gunakan
untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer
bentukkarya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang
ada relevansinya dengan isu hukum.??

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk dan

penjelsan terhadap bahan primer dan skunder antara lain kamus,

22 Waristi Adi Utomo, Hukum Kepolisian Indonesia,cet.1 (Jakarta; Restasi Pustaka,
2005),him.3.



19

ensiklopedia, dan sebagai yang ada relevansinya dengan isu hukum
dakam penelitian ini agar diperoleh informasi baru, relevan dan
mutakhir.?®
4. Lokasi Penelitian
Penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut yang
akan dilakukan. dalam penelitian skripsi ini penulis memilih lokasi

penelitian pada Polrestabes Kota Palembang

5. Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian ditarik
kesimpulanya, populasi dalam penelitian ini adalah institusi Kepolisian

di wilayah hukum Kota Palembang.

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh yang
diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu, atau merupakan suatu
proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna
untuk menentukan bagian-bagian objek yang akan diteliti. Untuk itu,
untuk memilih sampel yang reprensentatif diperlukan teknik sampling.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sempel yang digunakan oleh

23 Bambang Sunggono Metode Penelitian Hukum,cet 1 (Jakarta: Raja Grifindo
Perseda,2010),him.114.
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penulis adalah teknik purposive-non random sampling, yaitu teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak
dijadikan sampel. Maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subjek-
subjek yang ditunjuk supaya sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun

sampel pada penelitian ini ialah pihak yang termasuk:

1. Polda Sumatera Selatan

2. Polrestabes Kota Palembang

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Library Research (Studi Kepustakaan) Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dalah dengan
menggunakan metode kajian kepustakaan 2

b. Metode wawancara pribadi (personal interviewing) Studi lapangan
Penelitian lapangan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan
cara mendatangi langsung tempat yangmenjadi objek penelitian®*.
Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer
yang berkolerasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data
utama melalui metode wawancara pribadi, yaitu percakapan dua

arah.®

24 Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia, cet 1 (Yogyakarta: Kepel Press, 2019),
him. 237.

5 Moh. Nasir, Metode Penelitian Kepolisian ,cet 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019),him.
34.
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H. Teknik Analis Data
Data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder
dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan
untuk melukiskan suatu hal di dearah tertentu dan pada saat tertentu.
Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan dan
dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan
dalam jawaban permasalahan yang diteliti.?®
I. Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan
teknik deduktif yaitu cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat
umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan
kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum
yang berlaku secara umum. Proses terjadi dedukasi adalah konkritisasi
(hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam
aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna
penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

26 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung : Alfabeta ,2011), him. 138.
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